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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Peran pemerintah dalam pengelolaan dana desa dikatakan sudah sukup 

akuntabel dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dana desa, dan 

tanggung jawab sesuai Permendagri No 20 Tahun 2018. Hal tersebut 

dibuktikan dengan Raperbedes APBDesa yang memusyawaratkan antara 

pemerintahan desa dengan BPD dalam forum musyawarah desa. Selain itu 

pemerintah desa Getas sudah menggunakan format laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sesuai Permendagri 

nomor 113 tahun 2014 dengan mencantumkan laporan kekayaan milik desa, 

laporan program sektoral dan program daerah yang masuk desa, serta 

laporan penggunaan dana desa tahun anggaran. Pemerintah Desa Getas 

telah melakukan pelaporan sesuai dengan standar waktu yang telah 

ditentukan berdasarkan Permendagri No 22 Tahun 2016. Dengan Adanya 

siskeudes bendahara merasa bahwa pelaporan yang dibuatnya sudah 

akuntabel karena sistem tersebut merupakan sistem keuangan yang berasal 

dari pemerintah pusat.  

2. Peran pemerintah dalam dari segi transparansi telah dilaksanakan dengan 

baik yaitu dengan memberikan laproan kepada masyarakat melalui baliho 

maupun website mengenai kegiatan, program kerja dan kinerja keuangan 

pemerintah desa sesuai dengan petunjuk teknis program pemerintah dalam 
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pelaksanaan program kerja dan dalam hal ini telah sesuai dengan 

permendagri nomor 113 tahun 2014. 

3. Peran Pemerintah Desa Getas di katakan sudah baik dalam menjalankan 

pemerintahannya dengan menerbitkan Peraturan No. 1 Tahun 2022 

mengenai Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagai tanggungjawabnya 

terhadap anggaran dana desa yang telah direalisasi Kalurahan Getas, 

pengelolaan dana desa diawasi oleh pemerintah desa dan masyarakat desa 

sehingga semuannya dapat dipertanggungjawabkan, melakukan validasi 

pelaporan keungan desa sebelum dilakukan penandatangan yang dilakukan 

Kepala Desa, menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan 

pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan 

masyarakat seperti pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, 

serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan 

modal kepada masyarakat yang diberdayakan. 

 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian  

 Berdasarkan proses penyusunan penelitian terdapat beberapa keterbatasan 

penelitian antara lain: 

1. Peneltiian ini hanya berfokus pada peran pemerintah desa, akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan dana desa. 

2. Penelitian ini melibatkan informan Kepala Desa, Sekretaris Desa, 

Bendahara Desa, Kaur Pembangunan, Kaur Umum, Kaur Kesejahteraan 
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Masyarakat dan Kepala Dusun Desa Getas Kapanewon yang terletak di 

Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul. 

3. Dokumen mengenai dana desa tidak dapat diperoleh secara penuh sehingga 

penyajian data mengenai dana desa hanya berdasarkan hasil wawancara 

yang disesuaikan dengan informasi dari Responden. 

4. Pejabat-pejabat pemerintah desa kurang terbuka dalam memberikan sebuah 

informasi pada saat di wawancarai. 

 

5.3 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang akan diberikan peneliti 

adalah sebagai berikut 

1. Diharapkan bagi pemerintah desa untuk lebih menigkatakan keterbukaan 

infromasi melalui website, media social, papan informasi maupun balih 

dengan menambahkan kelengkapan infomasi degan membuat kegiatan yang 

belum selesai dan/atau tidak terlaksana. 

2. Diharapkan bagi pemerintah desa Getas untuk lebih memperhatikan lagi 

prinsip akuntabilitas dan transparasi dana desa.  
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